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OBJEK PENELITIANTESIS

Nama Perusahaan : PT. BALADHIKA MAJAPAHIT

Bidang Usaha : Jasa Pemborongan Pekerjaan

. Jasa Management Sistem Kerja
Berdiri Tahun : 04 Maret 2010
AHU : AHU — AH.01.03.0131825
P.K.P : S-2611PKP/WPJ.14/KP.0303/2015
Domisili usaha : Kabupaten Mojokerto — Kota Susaba

MANAGEMENT PERUSAHAAN

Preskom : MH EDY YUSEF, S.H.
Komisaris : SUBAGYA
Direktur Utama : ARIF SUGENG WINARKO, S.H,
Direktur Opersional : HARRIS KHOIRUDIN, ST
Direktur SDM : LUTFI BAHARAPSYAH
MEMBER PERUSAHAAN
1. PT. EVER AGE VALVES METALS GRESIK ( PMA)
2. PT. EVER AGE VALVES METALS LAMONGAN ( PMA)
3. PT. ROMAN CERAMIK INTERNASIONAL MOJOKERTO ( P
4. PT. MAKMUR ARTHA CEMERLANG MOJOKERTO ( PMI
5. CV. EKA JAYA FOOD MOJOKERTO.
MEMBER JASA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN MIGAS
1. 3 UNIT KERJA SPBU DI SURABAYA
2. 11 UNIT SPBU DI MOJOKERTO
3. 2 UNIT SPBU DI MOJOAGUNG JOMBANG
4. 1 UNIT SPBU DI LENGKONG NGANJUK
5. 1 UNIT SPBU DI BEJI PASURUAN
SISTEM ALIH DAYA DI PERUSAHAAN
1. Bahwa sesuai dengan Bidang Usaha yang dilakukaak R T.Baladhika
Majapahit telah melakukan Perjanjian Alih Daya demgperusahaan
pemakai jasa dengan sistem pemborongan kerja.
2. Jenis pekerjaan yang di laksanakan adalah Opelaga Distribusi dan

Penjualan Migas Pertamina di Unit Usaha StasiomgiBem Bahan Bakar
Minyak ( SPBU )

Dasar Hukum/landasan Perjanjian Alih Daya dengan SPBU adalah :

1.

Bahwa PT. Pertamina Persero sebagai pemilik Prddinak dan Gas,
sekaligus Pemilik Brand Merk Pertamina, adalah -satunya Badan
Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang diberikan kewenanguntuk
menyalurkan dan mendistribusikan Produk Bahan Bikayak ( BBM )
kepada Rakyat.

Dalam pelaksanaan Penyaluran dan Distribusi dinthkspersionalnya,
Pihak PT. Pertamina Persero bekerjasama dengastdnve Pengusaha



SPBU ) dengan melakukan Kontrak Kerjasama dengagkdaWaktu
Tertentu ( berbatas waktu ), sehingga kerjasamaaldiod ada batas
waktunya.

3. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka dalam melakaanopersional
Penjualan/Penyaluran BBM di SPBU diperlukan ten&gga sebagai
Operator Pompa BBM, dan dalam hal ini sebagai Ibad&i Unit Usaha
Pertamina. Pengusaha SPBU Bisa bekerja sama d&egasahaan Jasa
Alih Daya baik dengan sistem Penyediaan Tenagaa keiapun
Pemborongan Pekerjaan.

4. Bahwa dikarenakan kerjasama antara Pihak PihakPBifamina Persero
dengan Pihak Pengusaha SPBU dibuat dalam Jangk&u\Waktentu (
Berbatas Waktu ), maka sistem Perjanjian Kerjarart@aryawan dengan
Perusahaan Jasa ( PT. Baladhika Majapahit ) jugaggumkan sistem
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

5. Bahwa SPBU bukan kegiatan Utama PT. Pertamina aeli&gdusen
BBM milik pemerintan. Sehingga Jasa Migas SPBU bida
Subkontrakkan.

6. Bahwa Sistem Pengupahan di SPBU telah diatur s&demirupa
sehingga, gaji karyawan tidak kurang dari KebutuHatup Layak dengan
berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Rl Ndd7otahun 2013
tentang Upah Minimum.

LEGALITASDAN REFERENSI ORGANISASI PERUSAHAAN
Bahwa PT. Baladhika Majapahit sebagai perusahasa 2&dih Daya telah
memenuhi syarat-syarat sebagai perusahaan Jasai@egdn Pekerjaan, dengan
mempunyai dokumen legalitas :
e Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP) Perusahaan Jas
Tanda Daftar Perusahan ( TDP )
Surat Izin Pemborongan Pekerjaan
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Peraturan Perusahaan ( Pengesahan Disnaker Provinsi
Serikat Pekerja Minyak dan Gas ( SP-MIGAS)
Terdaftar PKP dari Pajak
Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO )
Anggota Kamar Dagang dan Industri ( KADIN )
Anggota Forum Asosiasi Perusahaan ( FORKAS ) Jatim

SISTEM PENGUPAHAN :

Bahwa dalam penerapan Upah dan Kesejahteraan kampge, PT.Baladhika
Majapahit lebih banyak melaksanakan sistem pendapalengan berbasis
Produktifitas, artinya bahwa pendapatan / gaji gakidak hanya berpedoman
pada Upah Minimum Kabupaten Kota, akan tetapi derglstem satuan hasil
kerja.



Bahwa Upah Pekerja terdiri dari beberapa Kompodengan mengacu pada UU
Nomor 13 tahun 2003, yaitu 75% Upah Pokok dan 2b%fjangan Tetap, yaitu :
» Upah Pokok
e Tunjangan Transport
e Tunjangan Makan
* Tunjangan Kehadiran
* Tunjangan Hari Raya
e Tunjangan Kesehatan
Bahwa selain hal tersebut, para Karyawan juga npatkan tunjangan yang
pemberiannya didasarkan atas jumlah omzet penjdalasPBU, yaitu :
* Tunjangan Produktifitas, dengan diberikan sejumiaipiah
dikalikan jumlah omzet / liter hasil penjualan dalaatu bulan.
» Gratifikasi atau Tunjangan dari Omzet dengan dkala rupah
dengan perkalian omzet sebulan, yang diberikandaparyawan
di tengah bulan, untuk membantu kebutuhan karyasvaengah
bulan
Bahwa dengan sistem tersebut, ternyata tingkatubtdias karyawan bisa
terjaga dengan baik, dan dasar yang digunakan upg@rgupahan di PT.
Baladhika Majapahit adalah Kebutuhan Hidup Layak.
Bahwa selain melakukan Kegiatan Usaha Jasa di rseédigas tersebut,
managemet PT.Baladhika Majapahit juga melakukaniak@ag usaha jasa
pemborongan di sector Industri Pabrikan, yaitu Jasaduksi di Perusahaan
Pengecoran Logam Bukan Besi ( Kuningan ),
Bahaw kegiatan Perusahaan Pemakai Jasa terselbudnyt sesuai Alur dari
Asosiasi Perusahan Pengecoran Logam Bukan Besi,dddala Kegiatan
Pengecoran Logam, sehingga dalam hal ini, kegiteBomya adalah kegiatan
penunjang produksi yang bisa di subkontrakan atéakukan pemborongan
pekerjaan.
Legalitas Pelaksanaan pemborongan di PerusahaaakRielasa
1. Alur Pekerjaan yang di Sahkan oleh Asosiasi Peasmabkejenis
2. Surat Tanda terima Laporan /data Kagiatan kerjaigeng dari Disnaker
Gresik
3. Surat Tanda Terima laporan Perjanjian Pemborongakerfaan dari
Disnaker Gresik
4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Karyawan
5. Wajib Lapor Tenaga Kerja ( WLTK ) Tahunan
Bahwa PT. Baladhika Majapahit termasuk salah satugdhaan Jasa yang minim
konflik ketenagakerjaan dengan karyawannya, dikd@n sistem yang
dipergunakan telah berjalan dengan baik. Dan pemargy keluh kesah
karyawannya dikelola dengan baik, sehingga Harmlodustri bisa terjaga
dengan baik.
Bahwa atas Referensi tersebut diatas, maka Pdrarnigak mendapatkan bahan-
bahan kajian dan penelitian, dengan membandingksaaraa PT. Baladhika
Majapahit dengan Perusahaan lain sejenis, yangetargdibidang Jasa
Pemborongan.





